Lermbaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

@LKPP

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINS|I KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
APLIKASI MONITORING EVALUASI LOKAL (AMEL)
DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 24 Tahun 2020
Nomor : 500/1/1/2020

‘Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas Maret bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-03-
2020), bertempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Salusra Widya . Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
11/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari
dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU,

2. Naziarto - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air ltam Kota
Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 20/TPA TAHUN 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang
Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan dan Pengelolaan

Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (untuk



-2.

selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 21
Tahun 2020 dan Nomor 500/11/1/2020 tanggal 13 Maret 2020 antara Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK daiam rangka
Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal di Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
a. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data di bidang pengadaan
barangfjasa pemerintah; dan

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2
RUANG LINGKUFP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
1. Instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
2. Pendampingan dan bimbingan teknis Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
3. Validasi data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
4. Pelaksanaan integrasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal dengan aplikasi pembayaran serta

aplikasi lainnya terkait dengan monitoring-evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN
(1} Hak PIHAK KESATU adalah:
a. Memperoleh komitmen dari PIHAK KEDUA terkait penggunaan dan pengelolaan Aplikasi
Monitoring-Evaluasi Lokal;
b. Memberikan persetujuan instalasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
c. Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan
realisasi anggaran yang dimiliki PIHAK KEDUA; dan
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pengelclaan Aplikasi

Monitoring-Evaluasi Lokal.



(2) Hak PIHAK KEDUA adalah:

a.

Mendapatkan pendampingan dalam instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi
Monitoring-Evaluasi Lokal; dan
Mendapatkan data transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi

Monitoring-Evaluasi Lokal.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

a.

Memberikan pendampingan dalam instalasi, pendampingan, dan pengeloiaan
Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;

Melakukan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal berdasarkan
kebutuhan sepanjang dapat diakomodir PARA PIHAK; dan

Memfasilitasi hasil validasi data pada Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal yang

dilakukan PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

a.
b.

o o

Menginput data Belanja Pengadaan pada aplikasi SiRUP;

Menjaga/memelihara keberlangsungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
termasuk Aplikasi Monitering-Evaluasi Lokal;

Melakukan penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik;
Melakukan input data non-Tendering, non-Purchasing dan e-Kontrak;
Mengintegrasikan proses pengadaan dan pembayaran;

Membuat kebijakan terkait penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara
elektronik, input data non-Tendering, non-Furchasing dan e-Kontrak, serta integrasi
proses pengadaan dan pembayaran, antara lain melalui Surat Edaran/Peraturan
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Melakukan validasi serta menjaga kualitas data Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokai
mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran;
Mengintegrasikan dan menjaga/memelihara keberlangsungan sistem pengadaan
dengan aplikasi keuangan; dan

Menunjuk Person in Charge {PIC) teknis dan non-Teknis untuk implementasi dan

pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA

PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA
FPIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang
Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada pihak lainhya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian ini.
Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau
keadaan kahar (force majeure), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan
oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak
dan Kewajiban.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabiia salah satu pihak menyalahgunakan data

yang diperoieh.

Pasai 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan
dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh
kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (force
majeure).

Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar {force mafjeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain : bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan
sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan,
huru-hara atau kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada
pelaksanaan Perjanjian.

Apabila terjadi keadaan kahar {force majeure), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar
(force majeure) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar {force mafeure).
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(4) Keadaan kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan
kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana
mestinya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak

kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini,

dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH {LKPP)
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Alamat . Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B,
Jakarta Selatan 12940

Telepan o (021) 299 12 450

Faksimili ©(021) 299 12 451

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
. SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Ji. Pulau Bangka, Air itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan
Bangka Belitung
Telepon o (0717) 439320
Faksimili : (0717} 439320

Pasal 9
LAIN-LAIN
(1) Hal-ha! yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh
PARA PIHAK, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) vang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat daiam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani
cleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK masing-

masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Provjnsi Kepulauan
Barang/Jasa Pemerintah BangkaBelitung

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi

SALUSRA WIDYA JAZIARTO



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air ltam
Telp. (0717! 439325, 430326, 439327 PANGKALPINANG

NOTA DINAS
Kepada . Yth. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
Dar ©  Kepala Biro Layanan Pengadaan Setda Prov Kep. Bangka Belitung
Tanggal .V} Maret 2020
Nomor C P/ 107 V)
Sifat . Penting
Lampiran -1 (satu} berkas
Ha! . Penyerahan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

R A A}R}R}R}T}T}R}RhT T e e e re——eeee———————___.__]

Menindaklanjuti proses penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Sekretaris
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Deputi | LKPP Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020 di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan Hardcopy Nota
Kesepahaman (Mou) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani tersebut kepada
Biro Pemerintahan Setda Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN
SETDA PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,

KURNIAWAN, S.T., M.T

NIP 19781006 2p0003 1 002



